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PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK TERHADAP SERTIFIKAT LAIK FUNGSI 

SEBAGAI DASAR PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN SOLOK 

(Raden Muhamad Maulana Imam, 1910112118, Hukum Administrasi Negara (PK VII), Fakultas 

Hukum, Universitas Andalas, 70 halaman + ix, 2025) 

ABSTRAK  

Sertifikat Laik Fungsi merupakan salah satu instrumen penting dalam pemanfaatan bangunan gedung 

agar terpenuhinya persyaratan administratif dan teknis suatu bangunan gedung sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang 

Bangunan Gedung. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap 

penerbitan dan pemanfaatan bangunan gedung yang telah memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF) guna 

menjamin keselamatan, kesehatan dan kenyamanan bagi masyarakat maupun pengguna bangunan 

gedung. Namun dalam praktiknya masih banyak bangunan gedung yang belum memiliki SLF pada 

bangunan gedung yang sudah ada maupun bangunan gedung yang baru akan dibangun. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penerbitan SLF? Lalu  bagaimana bentuk pengawasan 

terhadap pemilik bangunan gedung yang tidak memiliki SLF? Dan yang terakhir bagaimana bentuk 

pemberian sanksi administratif terhadap pemilik bangunan gedung yang tidak memiliki SLF?. Metode 

penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah 

wawancara dan studi dokkumen. Analisis data yang digunakan ialah kualitatif. Berdasarkan hasil 

penelitian diketahui pengawasan dilakukan dengan cara sebelum pembangunan gedung dan setelah 

adanya bangunan gedung. Untuk bangunan gedung yang sudah berdiri tetapi belum memiliki SLF harus 

mengurus sekaligus dengan PBG dengan kategori bangunan (Existing). Dalam tindak lanjut pengawasan 

apabila ditemukan adanya  indikasi pelanggaran administrasi dalam bangunan gedung maka akan 

dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 
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